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Menimbang :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAEITINGKAT II KUTAI
NOMOR lTAHUN 1999

TENTぶ G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Tmぶ GKレ」LttN 1999/2000

DENGAN RAI‐EbIAT TJHAN YANG L盤 覇五ミESA

BTATI KEPALA DAERAIITNGKAT Ⅱ KUTAI

bahwa Anggaran Pendapatan dan Bclan」 a Daerah Tittat Ⅱ Kutai Tahun A騒打 an
19992000 perlu ditettpktt dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasa1 64

ay載 (2)LTnda鴨―llndang Nomor 5 Tahun 1974

l Und鍼喝‐llndang Nomor 27 Tahun 1959 tentttE Pcmbentukan Dacrah Kabupat帥
Daerah Ti彗就Ⅱ Kutat

2  Undang‐undang Nomor 5 Tahun 1974,tentang Pokok― pokok Pemerintahan di Daerah

←elnbaran Negara Tahlln 1974 Nomor 38,Talnbahan Lembaran Negara Nolnor 3037ゝ

3 LTndang‐undangNomor 12 Tahlln 1985 tentang P崎よ Bllmi dan Ban.― an celllbaran
Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah delllgan ttdang=llndang hTomor 12 Tahun 1994 cembaran

Ncgara Tahun 1994 Nomor 62,Talnbahan Lcmbaran Negara Nollnor 3569):

4 Undang_llndang Nolnor 18 Tahun 1997 tentang P可 よ Dacrah dan Rettibusi Daerah

ecmbaranNcgara Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)

5 Undang¨llndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bca Perolehan Hak Atas Tanah dan
Banman cembaran Negara Tahun 1997卜 Tomor 44,Talllbahan Lcmbaran Negara
Nomor 3688λ

Peraturan PemerintahNomor ,5 Tahirn 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah pembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemenntalr Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara
Penlusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer*r" Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah pembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (,embaran Negara
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 369i);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun i997 tentang Retribusi Daerah pembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor Gembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3693);

Peraturan tv{enteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan

Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahwr 1979 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Ndllik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

Keputusur Menteri Dalam Negeri Nomor 5?0-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang
Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,

Keputusan Menteri Dalam Negsri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985
tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Pendapatan dan Belanja
Daerah ssbagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
903-617 tanggal 18 September i988;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanla
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan
Susunan Pendapatan Daerah;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/SK 0810710111997 tanggal
23 Juli 1997 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat tr Kutai.

Lrstruksi lvlenteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahut Anggaran 1999/2000;
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Dettan persettuan

Dewan Pcmttlan k灼咸 Daerah Kabupatcn Daerah Ti球 江E Kutai

RIEMUTusKAN

■Ienetapkan  : PERATURAN DAERAH KABLPAⅢ N DAERAH TNGKAT I IwAI]INTANG
ANGGARAN PENDttATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
199動り000

-                                                       Pasa1 1

2●ggarm Pmdttatan tt Btta D"饉 Tahun梅 卿 D99/20oO s嗜 耐 山
Rp.287.318439,10o,_terdH d

a PENDttATAN:
―Pendapatan

Rp 287 318 439 100,_

b.BELANTJA:
―Rutin         Rp   167.439933815,中
‐PclnbanMan  Rp.119878505.285、 _

Rp 287.318439100,_

Pasa1 2

Baglan han Kas dan Pcrhitungan∝ rdi五 出Ii:

/ン
~、
、                  3.Pendapatan

Rp 13962.262.224,―
、ヽ              b Bel可 a

Rp 13 962 262.224,‐

pasal 3

(1) fungftasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1,
sebagaimana Lampiran I peraturan Daerah ini ;

(2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang cliperkenankan sesuai dengan peratgran yang
berlaku, sebagaimana Lampiran tr peraturan Daerah ini ;

(') 
*::1?" lebih lanjut ayat (l) Pasal im, sebagairnana lampiran-lampiran peraturan
uaeran lnt :

a. Lampiran Itr : pendapatan.

b. Lampiran IV : Belanja Rutin.
c" Lampiran V : Belanja pe.mbangunan.



Pasal 4

Rincian Ba$an Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran vI dan
MI Peraturan Daerah ini.

pasal S

LampiranJampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan basa, iang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah iru.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan perahran
Daerdr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di T鉾
攀

pada噸 1   5 Mei1999.
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